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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PERMEN-KP/2014

TENTANG

LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan log book penangkapan ikan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010
tentang Log Book Penangkapan Ikan, belum
sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan data dan
informasi dalam pengelolaan sumber daya ikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri tentang Log Book Penangkapan
Ikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3260);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Agreement for the Establishment of
the Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan
tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera
Hindia);

6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang
Pengesahan Convention for the Conservation of
Southern Bluefin Tuna (Konvensi tentang
Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
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9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang
Pengesahan Convention on The Conservation and
Management of Highly Migratory Fish Stocks in The
Western and Central Pacific Ocean (Konvensi tentang
Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya
Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 148);

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 440);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 81), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1146);

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di
Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 386);

Memperhatikan : 1. Agreement to Promote Compliance with International
Conservation and Management Measures by Fishing
Vessel on the High Seas 1993;

2. Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing 2009;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

3. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau
cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah, dan/atau mengawetkannya.

4. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang
digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,
pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian eksplorasi
perikanan.

5. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk
melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat
kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang
digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh,
dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

7. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi
pimpinan tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung
jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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8. Log book Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda
mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap
ikan.

9. Sistem Informasi Log book Penangkapan Ikan adalah salah satu bentuk
sistem pengolahan data perikanan yang dipergunakan dalam proses
verifikasi, pengisian data (data entry), validasi data, analisis data, dan
pengambilan kesimpulan log book penangkapan ikan dengan
menggunakan peralatan yang telah ditentukan.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perikanan.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas
teknis di bidang perikanan tangkap.

12. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang
bertanggungjawab di bidang perikanan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

a. Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berukuran di atas 5
GT yang beroperasi di WPP-NRI; dan

b. Setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di
laut lepas.

Pasal 3

Log book penangkapan ikan merupakan salah satu informasi hasil
tangkapan ikan dalam sistem manajemen penangkapan ikan.

BAB II

JENIS LOG BOOK PENANGKAPAN IKAN

Pasal 4

(1) Log book penangkapan ikan disusun berdasarkan jenis alat
penangkapan ikan.

(2) Log book penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari:

a. log book alat penangkapan ikan rawai tuna dan pancing ulur;

b. log book alat penangkapan ikan pukat cincin grup pelagis besar,
huhate, huhate mekanis, dan pancing tonda; dan

c. log book alat penangkapan ikan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.


